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Abstract
This study was attempted to describe the institutionalization of social accounting in
Indonesian Forestry Company housing in Blitar. This project was a qualitative re-
search which applied case study as the method in order to comprehend the institution-
alization of social accounting in Indonesian Forestry Company housing in Blitar in
which the liability of its social activities was PKBL (Partnership and Environment
Development Program). The results revealed that the social accounting institutional-
ization process in this program experienced no significant problems; instead, the
management provided great supports to the implementation of this program, such as
organizing a reconstruction program every month, arranging training program for
PKBL staff. In addition, this program encouraged the implementation of new benefi-
cial policies, such as the guarantee provision on PKBL loan for customers and the
customers’ exclusion in life insurance. Nevertheless, some documents or regulations
concerning the implementation of PKBL activities could not be found completely in
this study.
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Abstrak
Penelitian ini berupaya memotret institusionalisasi akuntansi sosial pada perum
perhutani Blitar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus sebagai
metode yang digunakan untuk memahami institusionalisasi akuntansi sosial pada
perum perhutani Blitar. Dimana sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan sosialnya
yaitu PKBL. Hasil dari penelitian ini adalah tidak dijumpainya kendala-kendala
dalam institusionalisasi akuntansi sosial, namun justru ada beberapa dorongan yang
diberikan kepada pelaksanaan akuntansi sosial tersebut. Bentuk dorongan yang
diberikan dari manajemen adalah diadakannya rekon PKBL setiap bulannya,
diberikan pelatihan bagi staff PKBL. Temuan lain yaitu adanya beberapa kebijakan
baru ketika akuntansi sosial tersebut dijalankan, seperti adanya jaminan atas pinjaman
dana PKBL oleh nasabah dan diikutkannya nasabah tersebut dalam asuransi jiwa.
Temuan lain yaitu tidak ditemukannya beberapa dokumen atau regulasi tentang
pelaksanaan aktivitas kegiatan sosialnya (PKBL) secara utuh.
Kata Kunci: Institusionalisasi, Akuntansi Sosial, PKBL
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Selama ini perusahaan dianggap sebagai lem-
baga yang dapat memberikan banyak keuntu-
ngan bagi masyarakat. Perusahaan harus me-
maksimalkan labanya agar dapat memberi-
kan sumbangan yang maksimum kepada ma-
syarakat. Keberadaan suatu perusahaan se-
bagai suatu entitas bisnis tidak bisa dipisah-
kan dengan lingkungan dan dampak yang
akan ditimbulkan terhadap lingkungan sosial di
mana perusahaan tersebut beroperasi. Lubis
dan Huseini (1987) menyebutkan bahwa or-
ganisasi mempunyai ketergantungan ganda
terhadap lingkungannya, karena produk dan
jasa yang merupakan output organisasi dikon-
sumsi oleh pemakai yang terdapat dalam ling-
kungannya. Di pihak lain, organisasi juga men-
dapatkan berbagai jenis input dari lingkungan-
nya. Posisi input dan output ini menjadi ber-
bahaya jika pertukaran input dan output men-
jadi tidak seimbang.
Perkembangan akuntansi, pesat sete-
lah terjadi revolusi industri, menyebabkan
pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan
sebagai alat pertanggungjawaban kepada pe-
milik modal. Saat ini tuntutan masyarakat ter-
hadap perusahaan semakin besar. Perusa-
haan diharapkan tidak hanya mementingkan
kepentingan manajemen dan pemilik modal
(investor dan kreditor) tetapi juga karyawan,
konsumen serta masyarakat luas. Perusaha-
an mempunyai tanggung jawab sosial ter-
hadap pihak-pihak di luar manajemen dan
pemilik modal. Akan tetapi perusahaan se-
ringkali melalaikannya dengan alasan bahwa
perhatian terhadap pihak tersebut tidak mem-
berikan kontribusi terhadap kelangsungan hi-
dup perusahaan. Hal ini disebabkan hubu-
ngan perusahaan dengan lingkungannya ber-
sifat non reciprocal yaitu transaksi antara ke-
duanya tidak menimbulkan prestasi timbal
balik.
Adanya perluasan tanggung jawab per-
usahaan yang mencakup lingkungan sosial-
nya, melahirkan pemikiran perlunya akun-
tansi sosial yang bukan hanya memberikan
informasi tentang kegiatan perusahaan de-
ngan pihak kedua (partner bisnisnya) tetapi
juga dengan pihak ketiga, yaitu lingkungan
sosial dimana perusahaan tersebut berada.
Akuntansi sosial merupakan salah satu ben-
tuk penerapan akuntansi dalam kontek atau
lingkungan sosial. Ide dasar yang melandasi
perlunya dikembangkan akuntansi sosial ini
adalah adanya tuntutan terhadap perluasan
tanggung jawab perusahaan. Menurut Ha-
rahap (2008) akibat besarnya dampak akti-
vitas bisnis perusahaan pada lingkungan so-
sialnya telah menimbulkan keinginan masya-
rakat agar dampak tersebut dapat dikontrol,
sehingga beban sosial (social cost) yang di-
tanggung oleh masyarakat dan lingkungan da-
pat diminimalisir.
Perum Perhutani adalah Badan Usaha
Milik Negara yang memiliki tugas dan tang-
gungjawab untuk menyelenggarakan peren-
canaan, pengurusan, pengusahaan dan per-
lindungan hutan di wilayah kerjanya. Kegi-
atan yang dilakukan tersebut tidah hanya un-
tuk kepentingan profit oriented saja, tetapi
juga harus melaksanakan kegiatan sosial yang
diwujudkan dan Program Kemitraan dan Bi-
na Lingkungan (PKBL) sebagai wujud tang-
gungjawab terhadap lingkungan sosialnya. Pe-
laksanaan PKBL tersebut sifatnya wajib ka-
rena merupakan kebijakan pemerintah se-
perti yang tertuang di dalam Undang-Undang
No.19 tahun 2003 tentang BUMN dan Su-
rat Keputusan Menteri BUMN No.236/
MBU/2003 tanggal 17 Juni 2002 tentang po-
la Kemitraan dan Bina Lingkungan. Perum Per-
hutani Blitar telah melakukan akuntansi sosi-
al sesuai regulasi yang tertuang dalam buku
pedoman dan buku Juklak PKBL. Pelemba-
gaan akuntansi sosial pada Perum Perhutani
Blitar dapat digambarakan melalui New In-
stitutionalism.
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Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam pe-
nelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.
Di mana untuk memahami bagaimana imple-
mentasi akuntansi sosial, maka peneliti meng-
gunakan metode penelitian studi kasus. Me-
nurut Creswell (1998), suatu obyek dapat di-
angkat sebagai kasus apabila obyek tersebut
dapat dipandang sebagai suatu sistem yang
dibatasi yang terikat dengan waktu dan tem-
pat kejadian obyek. Mengacu pada penda-
pat tersebut, beberapa obyek yang dapat di-
angkat sebagai kasus dalam penelitian studi
kasus adalah kejadian atau peristiwa (event),
situasi, proses, program, dan kegiatan (Stake,
1995; Creswell, 1998; Hancock dan Algo-
zzine, 2006).
Peneliti akan menggunakan metode pe-
nelitian studi kasus untuk mengetahui bagai-
mana implementasi akuntansi sosial dalam Pe-
rum Perhutani Blitar. Metode ini lebih tepat
digunakan dalam penelitian ini karena pe-
neliti hanya ingin mengetahui bagaimana (how)
implementasi institusionalisasi akuntansi so-
sial tersebut diterapkan di Perum Perhutani
Blitar. Oleh karena itu peneliti menggunakan
cara-cara yang sistematis dalam melakukan
pengamatan, pengumpulan data, analisis infor-
masi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasil-
nya, akan diperoleh pemahaman yang menda-
lam tentang bagaimana institusionalisasi akun-
tansi sosial tersebut diterapkan. Hal tersebut
dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya,
khususnya tentang proses institusionalisasi akun-
tansi sosial pada BUMN yang lain.
Pada penelitian ini, sumber data ber-
asal dari catatan hasil wawancara dan doku-
men-dokumen yang mungkin masih berkait-
an dengan penelitian ini. Penelitian ini meng-
gunakan jenis observasi non partisipan di ma-
na peneliti tidak ikut serta terlibat dalam ke-
giatan-kegiatan yang subjek lakukan, tetapi
observasi dilakukan pada saat wawancara.
Seperti telah dijelaskan, bahwa peneliti
ingin memahami implementasi institusio-
nalisasi akuntansi sosial pada Perum Perhutani
Blitar. Institusionalisasi ini akan diamati me-
lalui upaya memperoleh informasi yang men-
dalam yang diberikan oleh informan yang di-
dapat secara langsung (sumber primer), dan
terekam baik melalui pencatatan maupun
dengan alat-alat elektronik. Dalam hal ini pe-
neliti berhubungan langsung dengan infor-
mannya. Informan yang dimaksud di sini ada-
lah orang yang memahami penerapan Pro-
gram Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
pada Perum Perhutani Blitar, khususnya untuk
informan dari bagian Pengelolaan Hutan Ber-
sama Masyarakat (PHBM). Bidang ini me-
nangani dan bertanggungjawab atas segala
aktivitas kegiatan sosial yang dilakukan oleh
perum perhutani termasuk kegiatan PKBL.
Tahap pertama, peneliti melakukan wa-
wancara tidak terstruktur dengan informan
yang dilakukan seperti bincang-bincang bia-
sa untuk mengetahui informasi yang dimiliki
informan mengenai apa yang sebenarnya ingin
diketahui oleh peneliti.
Tahap kedua adalah pengumpulan do-
kumen-dokumen yang berkaitan. Dokumen-
dokumen ini sangat penting untuk mendu-
kung hasil penelitian. Dari hasil pengumpulan
data, peneliti berusaha menganalisis data-
data yang telah dikumpulkan tersebut. Pada
tahap ini peneliti telah memperoleh dokumen-
dokumen tertulis yang mendukung peneliti-
an. Dokumen tersebut di antaranya adalah bu-
ku pedoman pelaksanaan PKBL, buku pe-
tunjuk pelaksanaan PKBL, laporan aktivitas
kegiatan PKBL mulai tahun 2010 sampai 2013.
Berdasar bukti-bukti tersebut, akan diguna-
kan untuk menganalisis pelaksanaan PKBL
di Perum Perhutani.
Selain bukti tertulis yang telah diper-
oleh, peneliti juga mendapatkan bukti yang
tidak tertulis yang diperoleh melalui wawan-
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cara dengan informan, peneliti mencoba
memahami bagaimana institusionalisasi
akuntansi sosial tersebut pada Perum Per-
hutani Blitar. Pemahaman yang ditemukan
dari informan dalam penelitian ini akan mem-
berikan gambaran tentang institusionalisasi
akuntansi sosial tersebut yang sebenarnya ter-
jadi di dalam praktek.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bah-
wa metode riset studi kasus ini, akan diguna-
kan untuk memotret implementasi akuntansi
sosial. Dalam penelitian ini akan dilihat ba-
gaimana institusi menjalankan regulasi ten-
tang PKBL, terutama pada saat diterimanya
regulasi tersebut untuk diterapkan dalam per-
usahaannya, misalnya apakah peraturan ter-
sebut dengan mudah untuk diterapkan, arti-
nya ketika regulasi itu harus dijalankan tidak
menimbulkan pertentangan atau konflik di da-
lamnya atau bahkan menjadi suatu paksaan
yang menimbulkan benturan-benturan ke-
pentingan.
Dalam penelitian kualitatif, proses ana-
lisis tidak harus dilakukan menunggu sele-
sainya proses pengumpulan data (Ludigdo,
2007:108). Secara sistematis, proses ana-
lisis data ini dilakukan melalui tiga langkah.
Pertama, peneliti mereduksi data. Langkah
kedua, peneliti menganalisis data dengan ca-
ra membandingkan antara data yang diper-
oleh dari informan dengan data yang didapat
dari laporan pertanggungjawaban kegiatan
PKBL. Ketiga, peneliti menarik kesimpulan
penelitian. Kesimpulan merupakan penjelas-
an dari hasil analisis yang dilakukan pada ta-
hap kedua. Untuk lebih mudah pemahaman
institusionalisasi akuntansi sosial maka dibuat
skema seperti pada gambar 1.
Pada Gambar 1 dapat dilihat pemaha-
man institusionalisasi akuntansi sosial melalui
kegiatan PKBL. Pada tahap pertama peneliti
akan melihat dokumen yang dimiliki oleh Pe-
rum Perhutani Blitar terkait regulasi atau atu-
ran yang mengharuskan BUMN untuk me-
lakukan kegiatan sosial yang diwujudkan da-
lam bentuk PKBL. Karena PKBL tersebut me-
rupakan salah satu bentuk aktivitas sosial yang
sekarang sudah dijalankan oleh Perum Per-
 
Gambar 1. Metode Pemahaman Implementasi Akuntansi Sosial
Pada Program PKBL di Perum Perhutani Blitar
 129
Institusionalisasi Akuntansi Sosial pada Perum Perhutani Blitar (Diah N., Ali Dj., Ari K.)
hutani. Selain dokumen yang berhubungan de-
ngan regulasi, peneliti juga melihat bentuk la-
poran monitoring atas kegiatan PKBL terse-
but. Di mana hal ini merupakan bentuk laporan
pertanggungjawaban atas kegiatan sosialnya.
Setelah peneliti mendapatkan bebera-
pa dokumen yang dibutuhkan, peneliti juga
melakukan wawancara dengan informan. Wa-
wancara ini berhubungan dengan dokumen
yang diperoleh tersebut, juga beberapa per-
tanyaan yang mengikuti jawaban informan ter-
kait, yang menurut peneliti penting untuk men-
dukung beberapa data yang sudah ada. Sela-
in melakukan wawancara dengan pihak yang
langsung terlibat dalam pengerjaan laporan
PKBL tersebut, peneliti juga melakukan ob-
servasi partisipatif. Tentu saja hal ini atas re-
komendasi dari informan yang memiliki ke-
wenangan untuk program PKBL di Perum
Perhutani Blitar. Observasi ini dilakukan ke-
pada anggota binaan dari PKBL yang aktif
selama dua tahun. Hal ini diharapkan supaya
peneliti mendapatkan informasi yang sebe-
narnya tanpa ada manipulasi sedikitpun ten-
tang kegiatan PKBL dalam hal ini informasi
mengenai dana pinjaman yang diterima me-
reka.
Dari sumber data baik dokumen mau-
pun wawancara dengan informan, peneliti meng-
harapkan akan memperoleh gambaran yang
sesungguhnya terkait institusionalisasi akun-
tansi sosial tersebut di Perum Perhutani Blitar.
Hal ini akan memberikan petunjuk mengenai
beberapa hal yang berhubungan dengan ada
atau tidaknya halangan pada saat akuntansi
sosial tersebut di terapkan. Dan bahkan ke-
mungkinan adanya dorongan akan diterap-
kannya akuntansi sosial tersebut dalam ben-
tuk kegiatan PKBL. Sehingga nantinya pe-
neliti bisa memberikan identifikasi mengenai
bentuk institusi Perhutani tersebut apakah ben-
tuk coercive, mimetic atau normatif keti-
ka menjalankan akuntansi sosial yang diwu-
judkan dalam bentuk PKBL. Untuk lebih
 
Gambar 2. Proses Implementasi Akuntansi Sosial PKBL
Gambar 4.2.
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memudahkan langkah yang dilakukan dalam
menganalisis data, maka dibuatlah skema se-
perti pada gambar 2.
Pada gambar 2 dapat dilihat langkah yang
yang dijalankan oleh peneliti untuk mema-
hami bagaimana implementasi akuntansi so-
sial PKBL di Perum Perhutani ini. Akuntansi
sosial yang dilaksanakan di Perum Perhutani
Blitar diwujudkan dalam laporan kegiatan
PKBL. Meskipun secara harafiah istilah akun-
tansi sosial tidak dikenal Perum Perhutani Bli-
tar, kenyataannya pelaporan aktivitas PKBL
sebagai bentuk kegiatan sosialnya telah di-
lakukan sampai sekarang.
Untuk memahami implementasi akun-
tansi sosial di Perum Perhutani Blitar, peneliti
melakukan wawancara dengan informan un-
tuk menemukan bukti-bukti yang diperlukan
dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh do-
kumen regulasi pelaksanaan PKBL di Perhu-
tani serta beberapa laporan (akuntansi sosi-
al) PKBL tahun 2010 sampai 2013. Lapo-
ran tersebut berupa laporan mutasi 27 ko-
lom, laporan rekap, laporan bank dan kas,
laporan perkembangan program kemitraan
dan beberapa laporan pendukung. Bukti ter-
tulis lain yang diperoleh adalah buku pedo-
man dan buku petunjuk pelaksanaan PKBL
yang menjadi acuan pelaksanaan PKBL sela-
ma ini. Meskipun peneliti tidak memperoleh
semua regulasi buku pedoman dan buku juk-
lak PKBL sejak awal diterapkannya PKBL
di Perum Perhutani Blitar, namun dari buku
juklak dan buku pedoman PKBL yang ada
tersebut bisa digunakan sebagai dokumen pe-
nelitian ini. Dari bukti yang sudah diperoleh
tersebut akan digunakan sebagai bahan un-
tuk mengembangkan pertanyaan ketika pe-
neliti melakukan wawancara dengan infor-
man. Sehingga peneliti akan memahami ba-
gaimana pelaksanaan PKBL dan pelapor-
annya.
Dari wawancara yang dilakukan de-
ngan informan, peneliti akan menggali infor-
masi terkait implementasi akuntansi sosial yang
dijalankan di Perum Perhutani Blitar. Selain
dari informan, peneliti juga mencari dokumen
pendukung yang menjadi landasan regulasi
pelaksanaan akuntansi sosial tersebut. De-
ngan begitu akan diperoleh gambaran pelak-
sanaan akuntansi sosial, di mana akan bisa di-
jelaskan adanya dorongan ataupun kendala
yang mungkin ada dalam pelaksanaannya.
Setelah memahami bentuk akuntansi so-
sial yang dijalankan perum perhutani Blitar,
maka dapat dijelaskan bagaimana institusi-
onalisasi akuntansi sosialnya dilihat dari teori
institusional. Dengan begitu dapat disimpul-
kan pengkategorian jenis institusionalisasi akun-
tansi sosial yang dijalankan oleh Perum Per-
hutani Blitar.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Situs pada penelitian ini adalah Perum
Perhutani Blitar. Pemilihan situs ini karena pe-
neliti melihat bahwa Perum Perhutani meru-
pakan salah satu bentuk BUMN. Dalam pe-
nelitian kualitatif, kehadiran informan men-
jadi sangat penting. Karena tanpa informan yang
memiliki informasi-informasi mendalam yang
dapat digali oleh peneliti, maka sebuah pene-
litian kualitatif juga tidak dapat terjadi. In-
forman dalam penelitian diperoleh dari bagi-
an PHBM dalam hal ini yang menjalankan
PKBL. Mereka adalah orang yang dalam Pe-
rum Perhutani memiliki tugas dan tanggung-
jawab dalam pelaksanaan PKBL ada dua
orang yaitu Kasi PHBM dan staff pelaksana
PKBL. Dengan mempertimbangkan kon-
disi yang ada, maka peneliti memilih tiga infor-
man yang dirasa mampu untuk memberikan
informasi mendalam dan sesuai dengan kon-
teks penelitian.
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Informan pertama yaitu Bapak Iwan Bu-
di Prasetyo, SP, beliau adalah Kasi PHBM
PKBL di Perum Perhutani Blitar. Selama ini
bersama beliau, peneliti selalu mendapatkan
bermacam informasi terkait aktivitas PKBL
selama beliau menjabat di Perum Perhutani
Blitar. Informan kedua adalah Bapak Yudi, be-
liau sebagai staff pelaksana PKBL di Perum
Perhutani Blitar. Kedua informan tersebut
merupakan informan dari sudut pelaksanaan
aktivitas kegiatan PKBL dan implementasi
akuntansi sosialnya. Selain itu, peneliti juga me-
libatkan informan dari bagian yang lain yaitu
Bapak Heri Purwanto sebagai Kaur Humas
dan Agraria. Ketiga informan tersebut me-
nurut peneliti dinilai cukup memberikan gam-
baran tetang institusionalisasi akuntansi so-
sial di Perum Perhutani Blitar. Hal tersebut di-
dasarkan pada aktivitas kegiatan yang di-
lakukan dalam pekerjaan di Perum Perhutani,
di mana berkecimpung pada kegiatan PKBL.
Selain itu informan juga ikut terlibat dalam ak-
tivitas kegiatan PKBL dan pertanggungjawab-
annya.
Fenomena pelembagaan akuntansi so-
sial pada Perum Perhutani Blitar dapat diteliti
melalui pendekatan teori New Institution-
alism. Dalam New Institutionalism dije-
laskan bahwa sebuah organisasi berupaya un-
tuk melembagakan unsur-unsur lingkungan
(ide, logika, praktik, teknik dan kebiasaan)
ke dalam organisasi sehingga unsur-unsur ling-
kungan menjadi bagian dari lembaga orga-
nisasi tersebut (Djamhuri, 2009). Untuk me-
lembagakan unsur-unsur lingkungan terse-
but, organisasi berupaya menjadi mirip (iso-
morphism) dengan lingkungan kelembagaan-
nya. Ada tiga cara yang dilakukan oleh orga-
nisasi untuk menjadi mirip (isomorphism) de-
ngan lingkungan kelembagaannya yakni, co-
ercive, mimetic dan normative (DiMaggio
dan Powell, 1983; Carruthers, 1985; Lippi,
2000; dan Sewing, 2010).
Akuntansi sosial yang dijalankan Pe-
rum Perhutani Blitar hanya sebatas melak-
sanakan regulasi mengenai bentuk pelapor-
an yang sesuai dengan format yang sudah di-
tentukan. Hal tersebut menggambarkan pro-
ses homogenisasi. Pada dasarnya suatu pro-
ses homogenisasi itu terjadi pada suatu field
organiasi. Homogenisasi bisa berupa adopsi
terhadap suatu inovasi yang dilakukan ka-
rena adanya keinginan untuk memperbaiki
kinerja. Namun pada perkembangannya le-
bih dikarenakan kepentingan untuk menda-
patkan legitimasi (Meyer dan Rowan, 1977).
Hawley (1968) mendefinisikan isomor-
phism sebagai suatu proses pemaksaan ter-
hadap sebuah unit organisasi dalam suatu po-
pulasi untuk menyerupai unit organisasi la-
innya yang menghadapi kondisi lingkungan
yang sama. Selanjutnya, Hannan dan Free-
man (1977) memberikan pengembangan ter-
hadap gagasan Hawley dengan menyatakan
bahwa isomorphism terjadi karena pemi-
lihan bentuk yang tidak optimal oleh suatu
populasi atau karena para pengambil kepu-
tusan merespon atas suatu perubahan dan ke-
mudian menyesuaikan perilakunya.
New Institusionalism, meyakini bah-
wa orang-orang hidup dalam dunia yang ter-
bentuk secara sosial yang dipenuhi dengan
aturan-aturan dan pemaknaan yang sebenar-
nya. Kebanyakan dari tindakan mereka, baik
yang disengaja maupun tidak, biasanya di-
lakukan secara tidak sadar ataupun karena
sudah menjadi suatu rutinitas atau kebiasaan
(Berger dan Luckmann, 1967 dalam Carru-
thers, 1985).
Penerapan paham New Institusional-
ism dalam studi organisasi berkaitan dengan
sebuah kenyataan bahwa struktur suatu or-
ganisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial
tempat ia berada (Carruthers, 1995). Pem-
bentukan struktur organisasi formal tidak ter-
lepas dari salah satu tujuan yakni untuk
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mencapai kesuksesan organisasi. Kesukses-
an organisasi tergantung pada faktor-faktor
lain, yakni legitimasi (Meyer dan Rowan, 1977)
dan stabilitas (Sewing, 2010), selain koor-
dinasi yang efisien dan pengendalian ke-
giatan produktif. Pembentukan struktur for-
mal tersebut diharapkan mampu mendorong
kesuksesan sebuah organisasi secara kese-
luruhan yaitu keuntungan yang maksimal mau-
pun masa depan yang baik bagi organisasi
tersebut. New institutionalism juga lebih me-
nekankan pada diperolehnya legitimasi atas
segala kegiatan organisasi dan bukan untuk
meningkatkan efisiensi ataupun mencapai out-
come yang lebih baik.
Demikian juga proses pelembagaan akun-
tansi sosial pada Perum Perhutani Blitar. Akun-
tansi sosial dijalankan berdasarkan regulasi
yang telah ditetapkan, atas kegiatan sosial se-
bagai bentuk kepeduliannya terhadap ling-
kungan sosial yang diwujudkan dalam akti-
vitas PKBL. Hal ini merupakan gambaran
dari coercive isomorphism, yakni isomor-
phism yang terjadi akibat adanya tekanan-
tekanan formal ataupun informal yang dite-
rima perusahaan.
Dalam rangka mencapai visi dan misi Pe-
rum Perhutani dan sesuai dengan paradigma
baru Pengelolaan Sumberdaya Hutan Ber-
sama Masyarakat, sehingga pemberdayaan
dan atau pihak yang berkepentingan dalam
pengelolaan sumberdaya hutan menjadi pen-
ting dan strategis. Karena itu kegiatan terse-
but perlu dimaknai, diwadahi dan difasilitasi
serta dilaksanakan. Kegiatan pemberdaya-
an dan peningkatan peran masyarakat dan
atau pihak yang berkepentingan dilakukan
dalam suatu sistem Pengelolaan Sumberda-
ya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), di
mana telah memiliki wadah yang dinamakan
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
LMDH tersebut merupakan suatu organi-
sasi, di mana sebagai sebuah organisasi, ten-
tunya harus ada kegiatan usaha yang pro-
duktif. Kegiatan yang produktif tersebut ten-
tunya harus memiliki penguatan modal, di
mana bisa bersumber dari internal misalnya
dari iuran anggota dan bisa juga dari eks-
ternal yaitu dari bantuan pinjaman modal. Ter-
kait hal tersebut, Perum Perhutani punya PKBL.
Kalau dahulu memang orang menganggap
atau punya mindset bahwa PKBL itu adalah
bantuan pinjaman modal. Tetapi beberapa
tahun terakhir orang melihat PKBL itu men-
jadi dua bagian, kalau PK itu berhubungan
dengan program kemitraan yang berupa ban-
tuan permodalan dalam hal ini bentuknya ada-
lah uang sedangkan BL ini berkaitan dengan
bantuan yang bentuknya infrastruktur sara-
na dan prasarana.
Berkaitan dengan bantuan pinjaman mo-
dal, pihak mitra binaan sebagai penerima pin-
jaman mempunyai kewajiban untuk mengem-
balikan pinjaman modal tersebut. Sehingga
di dalamnya selalu ada perjanjian antara mi-
tra binaan dengan Perum Perhutani, ada teng-
gang waktu, ada jangka waktu pinjaman ser-
ta ada biaya administrasi yang besarnya ha-
nya 6 % per tahun. Di mana biaya adminis-
trasi 6 % per tahun tersebut nantinya akan
digunakan sebagai biaya operasional kegi-
atan PKBL itu sendiri. Bantuan pinjaman mo-
dal yang diberikan kepada mitra tersebut me-
mang tidak diikuti dengan pemberian jami-
nan dari mitra. Sebab sesuai dengan kepu-
tusan menkeu juga tidak diperbolehkan ada-
nya jaminan tersebut, sehingga mulai diterap-
kannya PKBL tersebut di dalam buku pe-
tunjuk pelaksanaan PKBL menyebutkan
bahwa bantuan pinjaman modal tersebut ti-
dak disertai jaminan dari mitra. Tetapi ada per-
bedaan terjadi pada sekitar tahun 2007,
berkaitan dengan jaminan pinjaman modal
yang harus disertakan oleh mitra binaan. Hal
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tersebut seperti yang disampaikan oleh Ba-
pak Iwan:
Belajar dari perkembangan begitu ba-
nyak tunggakan, banyak yang macet, maka
pada ada era saya, sekitar tahun 2010, saya
mengajukan permintaan agar pinjaman ter-
sebut harus diikuti dengan jaminan. Saya ti-
dak tahu apakah ini dibenarkan atau tidak
oleh manajemen. Kerena menurut saya ini ada-
lah langkah antisipasi agar bantuan pinjaman
tersebut tidak dianggap sebagai hibah, se-
hingga mereka punya kewajiban untuk me-
ngembalikan.
Adanya persyaratan dengan jaminan
yang diusulkan oleh Bapak Iwan tersebut su-
dah dibicarakan dengan kantor unit II Jawa
Timur. Di mana disampaikan juga alasan-
alasan demi kebaikan dan kelangsungan pro-
gram bantuan pinjaman modal tersebut. Dan
usulan tersebut ternyata mendapat tanggap-
an yang positif dari kantor unit II Jawa Ti-
mur. Sehingga sejak tahun 2010 sampai se-
karang kebijakan tersebut diterapkan dalam
program bantuan pinjaman modal bagi mitra
binaan. Lebih hebat lagi ternyata langkah
tersebut diikuti oleh KPH daerah lain. Selain
adanya terobosan baru pada era tahun 2010
tersebut tentang jaminan bantuan pinjaman
modal, ternyata Bapak Iwan juga membuat
terobosan kedua yaitu bahwa semua mitra
binaan diikutkan dalam asuransi jiwa. Seperti
yang dituturkan oleh Bapak Iwan: Terobo-
san kedua setelah masalah jaminan pinjam-
an, yang saya lakukan adalah sejak tahun 2010
semua mitra binaan yang mendapatakan pin-
jaman modal diikutkan dalam asuransi jiwa.
Untuk biaya premi dipotongkan dari pinja-
man mereka. Hal ini kami bekerja sama de-
ngan asuransi Jiwasraya. Besaran asuransi
tiap mitra tidak sama tergantung pada jum-
lah pinjaman dan umur peminjam.
Pada prinsipnya mitra binaan tidak ke-
beratan karena pada saat penyaluran dana
tersebut tidak dipungut biaya, mereka hanya
membayar biaya materai, biaya asuransi, bia-
ya cetak yang kesemuanya dimasukkan da-
lam biaya administrasi. Untuk kebijakan meng-
ikutkan asuransi bagi mitra binaan yang men-
dapat pinjaman tersebut, pihak Perum Per-
hutani Blitar memberikan sosialisasi kepada
mitra binaan, sehingga mereka benar-benar
bisa memahami maksud dan tujuan yang ingin
dicapai dari program tersebut. Terkait de-
ngan akuntansi sosialnya, Perum Perhutani da-
lam hal ini memandang aktivitas pencatatan
yang dilakukan terkait dengan penyaluran da-
na pinjaman PKBL tersebut. Di mana di da-
lamnya akan mencatat segala aktivitas pene-
rimaan dan pengeluarannya. Hal itu menurut Ba-
pak Iwan dianggap sebagai akuntansi sosial.
Pelaporan aktivitas PKBL atau akun-
tansi sosialnya yang dibuat setiap bulan ter-
sebut, memang wajib disampaikan kepada
kantor Unit II tepat waktu. Hal tersebut su-
dah dijelaskan dalam buku petunjuk pelak-
sanaan PKBL. Dalam hal ini bagian PHBM
sebagai pihak yang bertanggungjawab atas
terselesaikannya laporan tersebut tepat waktu.
Kegiatan PKBL pada Perum Perhutani
Blitar yang telah dilakukan sejak tahun 1992
tersebut telah berhasil memberdayakan dan
meningkatkan usaha kecil masyarakat, lemba-
ga masyarakat desa hutan (LMDH) menjadi
lebih tangguh dan mandiri sehingga kondisi
sosial dan lingkungan menjadi makin baik. Hal
ini dapat dilihat dari laporan yang telah di-
buat sebagai bentuk pertanggungjawaban ak-
tivitas PKBL yang ada di Perum Perhutani
Blitar.
Pada dasarnya penyusunan laporan ter-
sebut tidak menemui kendala secara formal,
sebab staff yang bertanggungjawab atas ke-
giatan PKBL hanya tinggal meneruskan pe-
kerjaan dari staff yang sebelumnya. Selain itu
staff pelaksana PKBL tersebut juga menda-
pat bimbingan dan arahan dari Kasi PHBM
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dalam hal ini yang menjadi atasan mereka. Ke-
giatan PKBL yang dijalankan di Perum Per-
hutani Blitar tersebut, selalu mengacu pada
buku petunjuk pelaksanaan PKBL yang te-
lah dibuat oleh tim penyusun Perum Perhutani
unit II Jawa Timur dengan harapan kegiatan
PKBL tersebut dalam pelaksanaannya ber-
jalan lancar dan tidak ada kendala yang di-
hadapi. Buku petunjuk pelaksanaan PKBL
tersebut disusun berdasar pada Peraturan
Menteri Negara BUMN, Keputusan Di-
reksi serta Surat Direksi. Sehingga payung
hukumnya cukup kuat dan beralasan untuk
mengikuti dan menjalankannya.
Dalam perjalanan pelaksanaan akun-
tansi sosial PKBL di Perum Perhutani ter-
sebut memang pernah mengalami perubah-
an bentuk. Pada awalnya laporan sebagai
bentuk pertanggungjawaban kegiatan PKBL
tersebut hanya terdiri satu macam saja yaitu
laporan rincian realisasi kegiatan PKBL yang
diikuti dengan laporan kas dan laporan bank,
mulai tahun awal dilaksanakannya PKBL
sampai tahun yang berjalan. Di mana lapo-
ran rincian (mutasi) tersebut terdiri atas 27
kolom. Pernyataan ini seperti yang disam-
paikan oleh Bapak Iwan: Untuk akuntansi
sosial kami ada bentuk laporan yang sudah
baku. Di mana dalam laporan tersebut terdiri
atas 27 kolom meliputi kolom nomor, nama,
tanggal penerimaan, besar pinjaman, besar
angsuran. Di mana kolom besar angsuran ter-
sebut masih dibagi lagi menjadi kolom ang-
suran tahun sebelumnya, angsuran tahun seka-
rang, angsuran bulan sebelumnya, angsuran
bulan sekarang. Untuk masing-masing ko-
lom tersebut masih dibagi menjadi kolom po-
kok pinjaman dan kolom bunga. Selain ko-
lom angsuran juga ditambahkan kolom sisa
pinjaman, yang dihitung dari sisa pinjaman di-
hitung dari angsuran pinjaman sampai tahun
sekarang dikurangi dengan pinjaman yang
diterimakan. Selain itu ditambahkan juga ko-
lom angsuran yang harus dibayar sampai bu-
lan ini dan kolom tunggakan.
Seiring waktu berjalan akuntansi sosial
yang dibuat oleh Perum Perhutani mengalami
perubahan bentuk. Kalau pada awalnya ha-
nya membuat satu laporan saja yaitu laporan
rincian (mutasi) yang terdiri atas 27 kolom,
sejak kira-kira tahun 2007 mengalami per-
ubahan. yaitu setiap bulannya selain tetap mem-
buat laporan rincian yang 27 kolom tersebut
juga harus membuat laporan rekapan atau per
sektor dan diikuti laporan kas dan laporan
bank. Laporan per sektor yang dimaksud ada-
lah menunjukkan bidang atau sektor apa, mi-
salnya pertanian, peternakan dan sebagai-
nya. Menurut Bapak Iwan perubahan format
laporan tersebut sesuai dengan peraturan yang
sudah ditetapkan. Di mana didasarkan pa-
da Undang-Undang, Permenkeu, Pedoman
dan Juklak. Untuk Pedoman yang membuat
adalah direksi, sedangkan juklak dibuat oleh
kantor unit. Adapun tujuan perubahan ter-
sebut menurut pendapat Bapak Iwan adalah:
Menurut saya adanya perubahan tersebut
adalah sebagai kontrol kita untuk semakin
lama semakin maju dengan melakukan per-
baikan. Adapun tujuannya adalah pertama
sebagai pengawasan dan kontrol, kedua un-
tuk memberikan informasi yang lebih mudah
dan cukup satu lembar saja. Jadi kalau lapo-
ran yang dibuat itu menjadi laporan rekapan
atau per sektor hal ini akan bisa mengcover
semua aktivitas. Hal tersebut menurut saya
baik untuk menuju lebih mudah, informatif dan
mudah dipahami, hanya saja kendalanya pa-
da SDM. Sehingga perlu diadakan pelatih-
an, diklat atau seminar.
Berikut disampaikan perkembangan
akuntansi sosial di Perum Perhutani Blitar se-
jak diterapkan tahun 1992 sampai sekarang
Melihat gambar 3 mengenai perubah-
an akuntansi sosial PKBL sepanjang waktu,
dapat dijelaskan bahwa selama tahun 1992
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sampai tahun sekitar tahun 2006 di Perum
Perhutani Blitar memang masih sederhana.
Sederhana dalam arti bahwa semua aktivitas
penerimaan dan pengeluaran dalam pelak-
sanaan PKBL semuanya dicatat sesuai tang-
gal terjadinya. Hal ini memang cukup mema-
kan banyak kolom yaitu sampai 27 kolom.
Laporan tersebut memang lebih rinci dan de-
tail, tetapi dalam laporan tersebut cukup me-
makan waktu apabila ingin mengetahui be-
rapa jumlah salah satu sektor (aktivitas usa-
ha) yang dibiayai. Sebab dalam laporan terse-
but cukup panjang dan tidak secara jelas me-
nunjukkan jumlah nominal sektor yang dica-
ri, kita harus masih mengitung lagi sehingga me-
merlukan waktu.
Sehingga tahun 2007 dibuatlah buku pe-
doman pelaksaan PKBL yang baru, di mana
disebutkan bahwa laporan yang harus di-
buat ditambahkan satu laporan lagi disebut
laporan per sektor. Laporan tersebut meru-
pakan laporan rekapan dari laporan mutasi
yang dibuat. Sehingga hal ini akan memu-
dahkan ketika akan mengetahui berapa pin-
jaman modal per sektor. Bahkan hanya de-
ngan melihat satu lembar laporan saja yaitu
laporan per sektor dapat diketahui berapa
saja realisasi pinjaman modal PKBL per
sektornya.
Meskipun ada perubahan dalam pela-
poran PKBL, hal tersebut bagi pelaksana
PKBL tidak menjadi masalah atau kendala.
Karena selama pelaksanaan PKBL selalu me-
ngikuti aturan dan juklak yang berlaku. Sela-
in itu, untuk meningkatkan kualitas SDMnya
minimal satu tahun sekali staff PKBL juga
selalu mengikuti pelatihan khusus petugas
PKBL yang diadakan di kantor unit II Jawa
Timur. Untuk pelaksanaan di lapangan, staff
PKBL tetap mendapat bimbingan dari KSS
PHBM dan mengikuti buku petunjuk pelak-
sanaan PKBL, sehingga semua lebih mudah
dan lancar dijalankan.
Kalau secara teknis pelaksanaan PKBL
tidak menemui kendala atau permasalahan,
tetapi justru permasalahan atau kendala mun-
cul dari mitra binaan. Kendala tersebut berka-
itan dengan pengembalian pinjaman dari mi-
tra binaan. Seperti yang dituturkan oleh ba-
pak Yudi sebagai staff PKBL: Mitra binaan
kadang tidak memiliki itikad yang baik untuk
mematuhi perjanjian kerjasama. Selain itu
terkadang mitra binaan tidak bisa mengang-
sur tepat waktu sehingga kami harus mena-
gih. Itupun terkadang alamatnya sudah pin-
dah. Padahal biaya transportasi kami ke sa-
na kadang harus memakai uang kami sendiri
karena dari kantor tidak mencukupi.
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Gambar 3. Akuntansi Sosial PKBL Perubahan dalam Perjalanan Waktu
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Kondisi seperti itu menurut beliau su-
dah biasa ditemui, sebab terkadang mitra bi-
naan tersebut juga menghadapi beberapa ken-
dala dengan usahanya. Seperti modal yang
diberikan masih belum bisa menutupi biaya
operasionalnya, kurangnya pasar untuk hasil
produksinya sehingga pendapatan belum mak-
simal. Selain itu kondisi bangkrut atau pailit
yang tidak bisa dihindari. Dengan begitu pin-
jaman yang selama ini telah diberikan pe-
ngembaliannya tidak lancar dan bahkan ti-
dak bisa kembali atau macet. Selain karena
faktor kendala dengan usahanya, ada juga
alasan yang patut disayangkan karena para
mitra binaan yang telah menerima pinjaman
tersebut ada yang memiliki image bahwa da-
na yang selama ini dipinjamkan tersebut ada-
lah dana hibah. Sehingga dianggapnya tidak
memiliki kewajiban untuk mengembalikan
Ini terjadi sebelum tahun 2007an, karena
pada saat itu mereka tidak menyertakan ja-
minan dalam pinjaman modal PKBL. Per-
sepsi inilah yang terkadang membuat mere-
ka menjadi tidak bertanggungjawab atas pinja-
mannya. Hal tersebut seperti yang disampai-
kan oleh bapak Heri: Pinjaman yang diberi-
kan kepada mitra binaan sering tidak bisa kem-
bali kerena mereka menganggap bahwa da-
na tersebut adalah dana hibah. Sehingga ti-
dak ada kewajiban untuk mengembalikan-
nya. Saya juga tidak begitu paham mengapa
mereka berfikir seperti itu, mungkin pada saat
penjelasan atau sosialisasi awalnya mereka
memiliki pemahaman yang beda.
Tetapi sejak adanya kebijakan yang
mengharuskan mitra binaan yang memper-
oleh bantuan pinjaman modal untuk me-
nyertakan jaminan dalam realisasi pinjaman
modal PKBL, memang ada perubahan yang
bagus. Mitra binaan memiliki tanggungjawab
atas angsuran yang harus dibayarkan ke-
pada Perum Perhutani Blitar.
Sebagai bentuk kewajiban membuat
laporan atas pelaksanaan PKBL, Perum Per-
hutani Blitar berusaha semaksimal mungkin
tidak sampai terlambat untuk pelaporannya.
Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan ter-
hadap aturan yang dibuat sangat tinggi. Him-
bauan dari KSS PHBM kepada staff pelak-
sana PKBL agar laporan yang dibuat selesai
sebelum batas pengumpulan ke kantor unit
II Jawa Timur sepertinya menjadi pemacu
semangat. Staff pelaksana PKBL selalu mem-
bantu menyelesaikan laporan tersebut tepat
pada waktunya, meskipun mereka dalam hal
ini lebih sebagai operator pelaksana saja. Na-
mun demikian keberhasilan yang didapat me-
rupakan buah kerjasama yang baik dan kom-
pak. Ini dibuktikan dengan dinyatakannya
Perum Perhutani Blitar mendapatkan predikat
terbaik untuk pelaksanaan PKBL secara ke-
seluruhan pada tahun 2011 dari kantor unit
II Jawa Timur, hal ini merupakan prestasi yang
sangat membanggakan.
Mengikuti buku petunjuk pelaksanaan
PKBL, bahwa semua kegiatan pelaksanaan
PKBL harus sesuai dengan apa yang telah di-
tetapkan dalam buku pedoman tersebut. Se-
hingga selain akan memudahkan pelaksana-
an PKBL tersebut, juga akan memberikan
bimbingan apabila menemui kendala di la-
pangan. Seperti halnya akuntansi PKBL yang
telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani Blitar
sejak tahun 1992 sampai sekarang. Akuntansi
PKBL tersebut pernah mengalami perubah-
an bentuk pada tahun 2007 dan tetap digu-
nakan sampai sekarang. Perubahan terse-
but sebenarnya hanya lebih menambahkan dari
akuntansi PKBL yang sudah ada sebelum-
nya. Jadi kalau dari awal diterapkan PKBL
tahun 1992 selalu membuat laporan satu saja
yaitu laporan rincian atau mutasi yang diikuti
dengan laporan bank dan laporan kas, maka
mulai tahun 2007 ada tambahan laporan yang
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harus dibuat yaitu laporan rekapan (per sek-
tor). Sehingga sejak saat itu sampai seka-
rang untuk akuntansi PKBL di Perum Perhu-
tani membuat dua laporan yaitu pertama, la-
poran rincian (mutasi), kedua laporan reka-
pan (per sektor) yang diikuti dengan laporan
kas dan laporan bank. Perubahan tersebut
juga tertuang dalam buku juklak PKBL, se-
hingga bagi pelaksana PKBL tidak menjadi
kendala. Sebab semuanya sudah tertulis da-
lam bab-bab di buku juklak tersebut.
Dorongan yang diberikan dari pihak
manajemen terhadap akuntansi PKBL yang
dibuat adalah pertama, berbentuk kewajib-
an melaporkan ke kantor unit II Jawa Timur
tepat pada waktu yang ditentukan di buku
petunjuk pelaksanaan PKBL yaitu tanggal 10
setiap bulannya. Hal ini seperti yang disampai-
kan oleh Bapak Iwan: Memang dari mana-
jemen menekankan bahwa sebelum tanggal
10 laporan harus sudah sampai di kantor unit
II Jawa Timur. Selain itu juga setiap 3 bulan
sekali diadakan rekon di kantor unit di mana
di sana akan dievaluasi terkait kecepatan pe-
laporan, besarnya tunggakan dsb. Hal ini me-
macu untuk bisa memenuhi kewajiban pela-
poran tepat waktu. Bahkan pada masa saya
diberikan reward bagi KPH yang berhasil men-
capai target laporan terbaik.
Bentuk dorongan seperti itu ternyata
membawa pengaruh yang positif bagi Perum
Perhutani Blitar, sebab secara tidak langsung
akan berusaha semaksimal mungkin untuk bi-
sa mencapai target yang ditetapkan. Target
tersebut yaitu menyerahkan laporan kepada
kantor unit II Jawa Timur tepat waktu (tang-
gal 10 setiap bulannya). Selain itu, bentuk do-
rongan yang diberikan oleh manajemen yang
kedua adalah diadakan rekon oleh kantor unit
II Jawa Timur, di mana di sana akan dieva-
luasi hasil laporan masing-masing KPH. Di-
lihat bagaimana laporan PKBLnya mengenai
pinjaman yang diberikan apa sudah sesuai de-
ngan pengajuannya, dilihat juga bagaimana
kelancaran angsuran dari mitra binaan, di-
evaluasi juga besarnya tunggakan yang ada.
Dalam kegiatan rekon di kantor unit II Jawa
Timur tersebut juga akan disebutkan KPH
mana yang telah berhasil dalam akuntansi so-
sialnya, baik ketepatan waktu penyerahan
laporannya maupun kualitas dari pinjaman mo-
dal yang diberikan kepada mitra binaan. Hal
ini benar-benar menjadi penyemangat bagi
Perum Perhutani Blitar dan Perum Perhutani
daerah lain untuk bisa mematuhinya. Dengan
diumumkannya KPH mana yang mencapai
prestasi terbaik dalam pelaporan PKBL, hal
tersebut menjadi kebanggaan tersendiri.
Meskipun secara fisik tidak ada hadiah yang
diberikan untuk prestasi yang dicapai, na-
mun secara psikologis merupakan kebaha-
giaan dan kebanggaan yang luar biasa. Hal
ini seperti dituturkan oleh Bapak Iwan: Pada
saat mengikuti rekon di kantor unit II Jawa
Timur, di mana di sana akan disebutkan KPH
mana yang memiliki prestasi terbaik dalam
PKBL serta KPH mana yang masih kurang
baik untuk pelaksanaan PKBL. Benar-be-
nar merupakan kebanggaan tersendiri ketika
KPH Blitar mendapat prestasi terbaik untuk
laporan PKBLnya meskipun tidak ada ha-
diah yang kami terima tidak apa-apa, tapi ada
kebanggaan tersendiri yang kami rasakan. Do-
rongan yang diberikan tersebut merupakan
suatu bentuk tanggungjawab yang memba-
wa kepada kedisiplinan bagi pelaksanaannya.
Setiap KPH selalu berusaha dan berlomba-
lomba untuk bisa mendapatkan prestasi dari
laporan PKBL yang dibuatnya, karena pres-
tasi tersebut bisa menjadi kebanggaan ter-
sendiri bagi pribadi yang bersangkutan.
Sebagaimana sudah dijelaskan sebe-
lumnya bahwa, suatu obyek dapat diangkat
sebagai kasus apabila obyek tersebut dapat
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dipandang sebagai suatu sistem yang diba-
tasi yang terikat dengan waktu dan tempat
kejadian obyek. Sehingga tidak selalu harus
ada “kasus” untuk bisa menggunakan me-
Tabel 1. Analisis Implementasi Akuntansi Sosial Berdasar Teknik Institusionalisasi
 









- Dokumen pelaksanaan PKBL: 
a. UU no.19 tahun 2003 
tentang BUMN 
b. Permen BUMN No. Per 
05/MBU/2007) 
- Dokumen pedoman & juklak 
PKBL: 
a. Buku juklak berdasar SK 
kepala perum perhutani 
unit II Jawa Timur no 
3324/KPTS/II/2007 
b. Buku pedoman sesuai 
keputusan direksi perum 
perhutani 
no.269/KPTS/Dir/2011 
- Dokumen laporan akuntansi 
sosial PKBL: 
a. Rincian daftar piutang 
pinjaman dana PKBL 
thn. 2010-2013 
b. Buku saldo bank 







- Kategorisasi Data: 
a. coercieve (paksaan). 
Bahwa PKBL harus 
dijalankan sesuai 
dengan regulasi yang 













- Dengan tidak 
ditemukannya regulasi 
pelaksanaan PKBL 
tahun 1992-2006, hal 
tersebut menurut 
informan karena kurang 
tertibnya arsip PKBL 
(sesuai disampaikan 
informan). 
- Dengan munculnya 
kebijakan baru 
(tambahan laporan, 
nasabah ikut asuransi, 
jaminan utk pinjaman 
modal) menunjukkan 
bahwa: 








akuntansi sosial tidak 
mengalami hambatan. 





- Tidak diperolehnya pedoman 













- Adanya tambahan 
akuntansi sosial (laporan 
rekap per sektor). 
- Diikutkannya nasabah 
dalam asuransi. 
- Adanya jaminan untuk 
pinjaman modal.  
- Staff PKBL diikutkan 
pelatihan.  
- Diadakan rekon di kantor 
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tode studi kasus dalam penelitian. Ada be-
berapa obyek yang dapat diangkat sebagai
kasus dalam penelitian studi kasus adalah ke-
jadian atau peristiwa (event), situasi, pro-
ses, program, dan kegiatan. Hal tersebut se-
perti pada Perum Perhutani Blitar dengan ke-
giatan sosialnya, yaitu PKBL. Di mana dengan
aktivitas sosialnya tersebut diikuti dengan
pelaksanaan akuntansi sosial sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
Dari data yang dikumpulkan peneliti,
digunakan untuk menganalisis implemetasi
akuntansi sosial dengan mengacu pada teori
institusionalisasi. Sehingga diperoleh suatu gam-
baran implementasi akuntansi sosial di perum
perhutani Blitar dilihat dari bentuk institusi-
onalnya.
Penutup
Setelah melalui proses yang panjang,
penelitian untuk memahami institusionalisasi
akuntansi sosial pada Perum Perhutani Bli-
tar, dapat dijelaskan bahwa keberadaan per-
usahaan ternyata tidak bisa dilepaskan de-
ngan lingkungannya. Bentuk tanggungjawab
perusahaan terhadap lingkungannya yaitu de-
ngan menjalankan aktivitas sosial, yang bisa
diwujudkan dengan kegiatan PKBL. Begitu
juga dengan Perum Perhutani Blitar, sebagai
BUMN ternyata juga telah menjalankan ak-
tivitas sosial tersebut dan itu sesuai dengan re-
gulasi yang ada. Di mana dalam pelaksanaan
PKBL tersebut, Perum Perhutani mengikuti
Undang-undang nomor 19 tahun 2003 ten-
tang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN
nomor Per-05/MBU/2007 tentang BUMN
tak hanya mengejar keuntungan, tapi juga tu-
rut aktif memberi dorongan dan bantuan ke-
pada pengusaha golongan ekonomi lemah.
Dalam perjalanan pelaksanaan PKBL di Pe-
rum Perhutani Blitar, mengikuti aturan yang
sudah ditetapkan oleh direksi atau pejabat yang
berwenang. Aturan yang diwujudkan dalam
bentuk buku pedoman dan buku petunjuk pe-
laksanaan PKBL. Di dalam buku tersebut
tertulis segala hal tetang pelaksanaan PKBL,
hal ini sangat memudahkan pelaksana PKBL
ketika menjalankannya.
Temuan penelitian pada Perum Perhu-
tani Blitar, bahwa buku pedoman dan buku pe-
tunjuk pelaksanaan PKBL yang seharusnya
dimiliki sejak tahun 1992 tersebut ternyata
hanya ada dua saja yang masih ada yaitu bu-
ku pedoman tahun 2007 dan buku petunjuk
pelaksanaan tahun 2011. Untuk buku pedo-
man dan buku petunjuk pelaksanaan tahun
yang lainnya tidak diperoleh karena memang
tidak ada. Ketika peneliti menanyakan ke ma-
na buku pedoman dan buku juklak PKBL
yang lain kepada informan, beliau mengakui
bahwa pengarsipan dokumen PKBL me-
mang kurang tertib di Perum Perhutani Blitar.
Meskipun masalah pengarsipan dokumen
PKBL telah berulangkali dihimbau untuk di
benahi lagi oleh KSS PHBM, namun ke-
nyataannya hal tersebut masih belum bisa
dilaksanakan. Sehingga ketika membutuh-
kan informasi dokumen PKBL menjadi sulit
dan terkendala karena memang tidak ter-
sedia lengkap. Padahal buku pedoman dan
buku juklak PKBL tersebut menjadi acuan
pelaksanaan PKBL, sebab setiap ada penyem-
purnaan dalam pelaksanaan PKBL selalu di-
keluarkannya buku pedoman dan buku juk-
lak yang baru. Dengan demikian buku pe-
doman dan buku juklak sebelumnya tidak ber-
laku lagi. Dengan pengarsipan yang tidak me-
madai sebenarnya mencerminkan bahwa ke-
giatan sosial PKBL di Perum Perhutani Blitar
mungkin dianggap tidak begitu penting. Se-
hingga penekanan dalam pengarsipan ku-
rang terlihat. Kesan yang muncul dengan kon-
disi pengarsipan dokumen PKBL yang tidak
memadai tersebut, seperti suatu kegiatan so-
sial yang dijalankan hanya untuk formalitas
saja.
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Di dalam buku pedoman dan buku juk-
lak PKBL juga ditentukan bentuk dan for-
mat pelaporan atau akuntansi sosial PKBL,
termasuk batas waktu penyerahan laporan
kepada kantor Perhutani unit II Jawa Timur.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ak-
tivitas sosialnya, Perum Perhutani Blitar se-
tiap bulan membuat laporan (akuntansi so-
sial) atas kegiatan PKBL tersebut. Akun-
tansi sosial yang dibuat tersebut terdiri atas
laporan mutasi (27 kolom), laporan rekap
per sektor, laporan kas, laporan bank. Di ma-
na laporan tersebut harus tepat waktu dila-
porkan kepada Kantor Perhutani Unit II Ja-
wa Timur.
Sementara institusionalisasi akuntansi
sosial pada Perum Perhutani Blitar, sejak ta-
hun 1992 sampai sekarang “tidak” menga-
lami hambatan atau kendala. Akuntansi so-
sial yang dijalankan hanya mengikuti aturan
yang sudah ada, sehingga perusahaan tinggal
melaksanakan saja. Untuk meningkatkan kua-
litas pelaksanaan akuntansi sosial PKBL,
pihak manajemen memberikan dorongan. Do-
rongan tersebut diwujudkan dengan diada-
kannya pelatihan bagi staff pelaksana PKBL
serta diadakannya kegiatan rekon PKBL
oleh Kantor Perhutani Unit II Jawa Timur.
Berdasarkan informasi yang diperoleh
peneliti, bahwa institusionalisasi akuntansi so-
sial (PKBL) di Perum Perhutani Blitar terse-
but dikategorikan sebagai bentuk coercieve
dan normative. Alasan peneliti, adalah bah-
wa ketika akuntansi sosial (PKBL) harus di-
jalankan sesuai dengan regulasi yang ada ten-
tu saja merupakan bentuk “paksaan”. Se-
mentara wujud dorongan yang diberikan oleh
pihak manajemen, mencerminkan adanya ben-
tuk normative, karena adanya “tuntutan profe-
sional”. Kesemuanya tentu saja diharapkan
mampu mewujudkan pelaksanaan PKBL yang
sesuai dengan visi dan misinya.
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